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PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

NOMOR 2 TAHUN  2009 

 

TENTANG  

PENGHAPUSBUKUAN ASET DAERAH DARI NERACA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa nilai asset tetap tanah yang tersaji dalam Neraca Daerah per 

31 Desember 2006 termasuk aset tetap tanah milik/dikuasai 

Pemerintah Desa se Kabupaten, sedangkan sesuai Pasal 69 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tanah 

kas desa merupakan salah satu kekayaan desa sehingga perlu 

dilakukan penghapusbukuan dari Neraca Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penghapusbukuan Asset  Daerah dari Neraca Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tantang Pembentukan    

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar        

Pokok-pokok Agraria  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor  104); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4383); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ; 

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan 

Ibukota Kabupaten Pekalongan dari Wilayah Kotamadia Daerah 

Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 70); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609); 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PEKALONGAN 

dan 

BUPATI PEKALONGAN 

 

MEMUTUSKAN  :   

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSBUKUAN ASSET 

DAERAH DARI NERACA DAERAH. 

 

B A B  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
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dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

atau  perolehan lainnya yang sah. 

7. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 

didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan 

menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai 

barang milik daerah. 

8. Neraca adalah daftar yang menggambarkan posisi keuangan suatu 

entitas pelaporan mengena asset, kewajiban, dan ekuitas dana 

pada tanggal tertentu. 

9. Penghapusbukuan adalah tindakan memindahkan dan sekaligus 

menghapus barang milik Daerah dan nilai barang Daerah yang 

menurun nilainya karena penyusutan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal  2 

 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum 

untuk menghapusbukukan aset tetap berupa tanah dari Neraca 

Daerah Tahun 2007. 

(2)  Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : 

a. Tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan barang 

milik Daerah; 

b. Sebagai dasar penyusunan neraca akhir Daerah Tahun 2008; 

c. Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

d. Melepaskan aset tanah dari Neraca Daerah.  

 

BAB  III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

 

Ruang lingkup aset  Daerah yang dihapusbukukan dari daftar 

barang milik Daerah dan Neraca Daerah Tahun 2007 adalah Tanah 

milik Desa /dikuasai oleh Pemerintah Desa di wilayah Daerah. 
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BAB IV 

JUMLAH NILAI YANG DIHAPUSBUKUKAN 

 

Pasal  4 

 

Nilai aset Daerah yang dihapusbukukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 berjumlah Rp 1.971.342.317.515,00 (Satu trilyun 

Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh dua 

juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus lima belas Rupiah. 

 

Pasal  5 

 

Daftar rincian tanah milik Desa/dikuasai oleh Pemerintah Desa yang 

dihapusbukukan dari Neraca Daerah Tahun 2007 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.  

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal  6 

 

(1) Dengan dihapusbukukan asset Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 maka tanah milik Desa/dikuasai oleh Pemerintah 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a akan 

menjadi kekayaan Desa. 

 (2) Dengan dihapusbukukan asset Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 maka akan mengubah Neraca akhir Daerah 

Tahun 2008. 

 

BAB   VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan.  

 

         Ditetapkan di  Kajen   
         pada tanggal  20 Januari 2009   

 
BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 
SITI QOMARIYAH 

 

 

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal  21 Januari  2009 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
Ttd 

SUSIYANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 2 


